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ABSTRAK

Terhadap implementasi eksekusi riil putusan. perkara perdata tentang
perbuatan melawan hukum pada pengadilan-negeri Pekanbaru, yang mana dalam
pelaksanaan  putusan pengadilan masih sering dijumpainya pihak.tergugat yang
tidak memenuhi isi putusan secara sukarela. Sehingga perbuatan tersebut dapat
merugikan pihak penggugat. Ketidakmauan tergugat dalam melaksanakan putusan
dengan sukarela dapat menyebabkan suatu perbuatan.hukum yaitu tindakan paksa
(eksekusi). Terhadap faktor pelaksanaan eksekusi, penyebab kesulitannya yakni,
karena putusannya sebelumnya belum dipenuhi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yakni: pertama,
bagaimana implementasi eksekusi riil putusan perkara perdata pada Pengadilan
Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru. Kedua, apa saja faktor penyebab kesulitan
dalam implementasi eksekusi riil putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri
Kelas 1A Kota Pekanbaru.

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penulisan sosiologis empiris, yaitu
menggunakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder.
Data yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan
dengan penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif
yaitu menggambarkan suatu=hasil | penelitian.‘dengan cara menelaah atau
menganalisa suatu pernyataan dengan jelas, rinci dan lengkap.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan adalah dalam implementasi
eksekusi riil di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu adanya permohonan eksekusi,
aanmaning (peneguran/peringatan), sita eksekusi penetapan eksekusi, panitera
atau jurusita melaksanakan eksekusi riil, eksekusi pengosongan baik pihak
tergugat, keluarga serta barang-barangnya dan-eksekusi dilakukan dengan bantuan
Aparat Keamanan Kepolisian RI/Militer: Sedangkan faktor penyebab kesulitan
dalam pelaksanaan eksekusi riil, yakni-adanya perlawanan fisik dari masyarakat,
penundaan eksekusi karena adanya perlawanan, amar putusan kurang jelas,
penundaan atau penghentian eksekusi dengan asalan perdamaian dan pihak
tereksekusi menolak karena tidak sesuai putusan.

Kata Kunci: Eksekusi Riil, Perkara Perdata, Perbuatan Melawan Hukum,
Pengadilan Negeri
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ABSTRAC

On the implementation of the real execution of civil case decisions
regarding unlawful acts atwthe Pekanbaru district court, where in the
implementation of court decisions it is still often found that the defendant does not
fulfill the contents of the decision voluntarily. So that this action can harm the
plaintiff. The defendant’'s unwillingness to. carry out the decision voluntarily can
lead to a legal action, . .namely a forced action, (execution).~Regarding the
execution faetor, the cause of the difficulty Is that the“previous-decision has not
been fulfilled:

The formulation of the problem in this study are: first, how is the
implementation of the real execution of civil case decisions-at the Class 1A
District Court of Pekanbaru City. Second, what are the factors that cause
difficulties in implementing the real execution of civil case decisions at the Class
1A District Court of Pekanbaru City.

This research is classified in the type of empirical sociological writing,
which uses field research to obtain primary.and secondary data. The data used to
obtain a number of information related to this research. While the nature of the
research used is.descriptive that is describing a research result by examining or
analyzing a statement clearly, in detail and completely.

From the results of the research, the researchers found that in the
implementation of real executions at the Pekanbaru District Court, namely the
existence of a request for execution, aanmaning (rebuke/warning), confiscation of
the execution of the execution determination, the clerk or bailiff carried out the
real execution, the execution of emptying both the defendant, his family and
property. the goods and the execution is carried out with the assistance of the
Indonesian Police/Military Security. Apparatus. While the factors causing
difficulties in carrying out real executions, namely physical resistance from the
community, delays in executions due to resistance, unclear decisions, delays or
termination of executions on the basis of peace and the executed parties refuse
because they are not in accordance with the decision.

Keywords: Real Execution, Civil Case, Unlawful Acts, District Court
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut sebagai makhluk zoon politicon atau makhluk social,
dimana dikehidupan masyarakat pasti selalu berhubungan antara satu dengan
lainnya juga memerlukan‘interaksi bagi sesama;manusia, karena manusia tidak
dapat hidup sendiri, dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan saling
membantu. Sehingga ikatan itu dapat berupa yang menyenangkan ataupun
yang dapat menimbulkan suatu pertentangan maupun persengketaan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, adakalanya tiap-tiap individu atau
perorangan memiliki masing-masing kepentingan yang berbeda. Dimana
kepentingan. tesebut dapat menyebabkan pertentangan yang diakibatkan oleh
munculnya beberapa permasalahan hukum: Permasalahan hukum dapat
diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,
pertikaian, pertentangan dan perselisihan. Untuk mewujudkan kewajiban
maupun hak dalam menghadapi ikatan hukum yang membentuk sumber
munculnya sengketa hukum, ‘seumpama hak yang diberikan oleh hukum
materiil kepada seseorang tidak dipatuhi dan kepentingannya sudah dilindungi
oleh hukum diingkari.

Pada suatu negara hukum yang dalam penyelesaian permasalahan atau
sengketanya, tidaklah dibenarkan untuk melakukan tindakan main hakim
sendiri melainkan dengan cara yang telah dibuat dalam Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku. Adapun usaha yang dapat ditempuh dalam

menangani permasalahan atau sengketa yaitu melalui pengadilan.



Dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata memuat ketentuan selain
memberikan jalan bagi orang yang merasa hak pribadinya dalam kehidupan
bermasyarakat telah dilanggar oleh orang lain, harus bertindak untuk dapat
memulihkan haknya tanpa-melanggar hukum, yaitu dengan meminta bantuan
pengadilan agar masalah diselesaikan dan mendapatkan keputusan, juga
memberikan petunjuk kepada' orang: yang. digugat bagaimana dia dapat
mengakui atau membantah kebenaran gugatan itu dalam pemeriksaan disidang
pengadilan” dan selanjutnya bagaimana dapat bertindak agar dia bisa
menghindarkan diri dari suatu putusan pengadilan yang dikehendaki oleh
penggugat. Dalam melindungi jalannya ketertiban pemeriksaan perkara
disidang pengadilan, Hukum Acara Perdata memuat peraturan-peraturan yang
mengikat para pihak berperkara, tapi dalam pelaksanaanya tidak boleh
mengurangi® kesempatan . bagi kedua belah pihak~ dalam membela
kepentingannya masing-masing. (Abdurrachman, 1994)

Seseorang yang menginginkan keadilan = dapat mengajukan
permohonan  dengan = mendaftarkan  maupun mengonsonsultasikan
permasalahan yang sedang dihadapinya pada pengadilan. Sebagai tempat
untuk mengadili perkara yang diajukan dan memberikan putusan hukum
merupakan tugas utama pengadilan. Hal ini dikarenakan hukum dapat
memberikan perlindungan atas hak-hak setiap orang agar tidak merugikan
ataupun mengganggu hak orang lain. (Handoko, 2014)

Penyelesaian sengketa dipengadilan tertuang dalam Undang-Undang
No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada dasarnya dijalankan

secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam
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berperkara dipengadilan khususnya beracara dalam kasus perdata
membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Disamping itu,

beracara dalam kasus perdata di pengadilan membutuhkan waktu berbulan-

Oleh sebab itu,
yaitu kekuatan

egara. (Hartini,

tetapi hakim juga bertugas “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1
yang berbunyi: Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.

Berdasarkan pada frase Ketuhanan Yang Maha Esa ini, dapat

dijadikan simbol oleh hakim bahwa dia bekerja untuk mewakili Tuhan Yang



Maha Esa sebagai menjadi jaminan untuk hakim dalam memutuskan suatu
perkara harus secara jujur, adil maupun bersih, sebab dia bekerja dengan
mengatasnamakan Tuhan. Karena kelak dia harus mempertanggung jawabkan
perbuatan maupun perilakunya dihadapan.Fuhan Yang Maha Adil. Pengadilan
bertugas untuk menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat,
sedangkan hakim hanya memberikan putusan akhir atas permohonan tersebut.

Dalam kajian hukum, pengadilan dipelajari Sebagai suatu institusi yang
dapat menghimpun beberapa macam pekerjaan dan menghimpun hakim-
hakim yang mempunyai ideologi yang bermacam-macam. Berdasarkan hal
tersebut, pakar sosiologi hukum mempelajari pengadilan yang obyeknya
adalah manusia, baik pendidikan, asal-usul sosial dan kelakuan para hakim
yang berkaitan pada jabatannya sebagai hakim. Kajian hukum berusaha untuk
menganalisis hukum, sehingga tidak-bisardipisahkan dari praktik penerapan
pelaksanaannya yang tidak hanya bersifat krisis melainkan juga kreatif.
Kreativitas bertempat pada kemampuan dalam memperlihatkan tujuan maupun
nilai tertentu yang hendak dicapai bagi hukum juga terkubur oleh simpang siur
prosedur teknis hukum. (Ali Z.*, 2005)

Memasuki dunia hukum dan melibatkan diri didalamnya sangtlah
berbeda dengan memasuki alam maya melalui internet. Hukum dipenuhi
dengan keteraturan, hal tersebut menuntut kita agar dapat mengubah dunia
yang penuh keteraturan itu. Satjipto Rahardjo mengatakan, mengajarkan
keteraturan, menemukan ketidakteraturan (teaching order finding disorder).

(Anwar & Adang, 2008)
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Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat.
Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound, alat yang dapat

mengubah masyarakat dijelaskan sebagai suatu proses makanik. Hal tersebut

ipegang oleh

nencapai hasil;

terpretasi” kemudian butuh

diterangkan, bahwasanya dalam mengamati penemuan tentang keadaan sosial
masyarakat melewati perlindungan hukum, membuat terlihat adanya nilai atau
norma tentang hak individu yang harus dilindungi. (Ali Z. , 2005)

Kemudian dengan adanya Hakim Pengadilan sebagai pihak ketiga
dalam perkara tersebut, hakim harus memastikan untuk memeriksa dan

memberi putusan mengenai sengketa kedua pihak yang berperkara, maka

untuk menjamin agar hakim dalam hal tersebut bertindak adil dan tidak berat



sebelah, Hukum Acara Perdata membuat peraturan yang mengikat hakim
untuk melaksanakan fungsinya pengadilan. Meskipun peraturan-peraturan
tersebut mempunyai kekuatan mengikat hakim, tetapi dalam praktek
pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan seorang
hakim terpaksa harus menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan rasa
keadilan yang hidup dalam, hati ‘sanubaris rakyat pada umumya. Selanjutnya
Hukum Acara Perdata juga mengatur bagaimana putusan pengadilan dapat
melaksanakan eksekusi, mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh
pihak-pihak berperkara, yang tidak dapat menerima baik putusan pengadilan
mengenai banding, kasasi dan peninjaunan kembali.

Semua permasalahan yang diberikan kepada pengadilan harus diakhiri
dengan keputusan hakim/pengadilan (vonnis). Dalam mengambil keputusan,
seorang hakim akan menentukan aturan hukum yang berlaku bagi sengketa
antara para pihak. Hal tersebut dijumpai pada dasar hukumnya dalam doktrin,
yang tersimpul dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang
menyatakan: Pengadilan‘tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili
sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hakim mengetahui Hukum (Obyektif), artinya Hakim karena
jabatannya bertugas untuk menemukan dan menentukan hukum apakah yang
berlaku terhadap perkara yang sedang diprediksi dan diadilinya. Pada
kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang adalah seseorang

yang dapat memberikan putusan secara akurat berdasarkan keyakian dan bukti



yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kuasa kehakiman, hakim
diarahkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya kerena
dalam memutuskan suatu perkara bukanlah hal yang mudah.

Dia harus berhati-hati untuk menjatuhkan hukuman kepada yang salah
sebab yang bersalah terkadang dibenarkan, sedangkan yang benar disalahkan.
Segala sesuatu yang dilakukan hakim pasti akan dipertanggung jawabankan
dihadapan Allah  SW: Oleh sebab itu tidak hanya hukum positif saja yang
mengatur mengenai putusan hakim, tetapi hukum Islam juga mengatur
bagaimana.seorang hakim harus bertindak adil dalam mempertimbangkan
putusannya, hal tersebut terdapat pada ayat suci Al-qur’an, bahkan jauh
sebelum hukum positif mengaturnya. (Ali M., 2017)

Sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S: An-Nisa (4): 58:
Lan 40 B I 1528038 B ol s 8 18 57081 ) i 15358 0 28l )
Artinya:

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara
manusia hendaknya kamu menetapkannya secara adil. Sungguh Allah
sebaik-baik “yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah
Maha Mendengar, Maha Melihat .

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum bertugas sebagai
penentu dalam memutus perkara pihak yang bermasalah agar dapat mengatasi
konflik ataupun permasalahan yang diarahkan padanya, maka dalam
mengambilan putusan hakim harus bersifat bebas maupun mandiri dari
cekaman pihak manapun. Hakim dalam memberikan putusan hanya berkaitan
pada fakta-fakta maupun peristiwa yang releven dan kaidah hukum yang

dijadikan sebagai landasan yuridis.



Dalam mewujudkan putusan hakim yang berdasarkan pada kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidaklah mudah, apalagi tuntutan
untuk keadilan. Sebab konsep keadilan putusan hakim tidak gampang dicari
tolak-ukurnya. (Mertokusumo, 2007) Mempertahankan, tata hukum perdata
(burgerlijke rechtsorde) dalam suatu perkara adalah tugas hakim. Jadi, yang
dicari adalah kebenaran (waarheid) dalam prosesnya. (Soepomo, 2005)

Dalam hal pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya merupakan
bentuk kewajiban dan realisasi dari pihak yang kalah supaya memenuhi
sejumlah prestasi yang terbentuk dalam putusan tersebut. Tetapi, dari segi
praktiknya sering terjadi perlawanan antara pihak tergugat dan penggugat
dalam melaksanakan suatu putusan. Sehingga dilaksanakanlah putusan
eksekusi atas permohonan pihak penggugat.

Hukum eksekusi, _mengatur dasar, shukum yang dipakai untuk
menjalankan putusan pengadilan. Dasar hukum eksekusi atau tatacara
eksekusi berada pada Bab Kesepuluh bagian kelima HIR/Titel Keempat
Bagian Keempat Rbg. Melaksanakan suatu putusan eksekusi diatur mulai
pasal 195-224 HIR/206-258. Rbg. Tetapi, tidaklah semua ketetapan pasal
tersebut berlaku secara efektif. Yang tetap aktif hanya pasal 195-208 dan 224
HIR/206-240 dan 258 Rbg. Sedangkan pasal 209-223 HIR/242-257 Rbg
mengatur mengenai sandera (gijzeling) tak berlaku efektif lagi. Eksekusi Pasal
196 HIR/207 Rbg mengatakan:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi
keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan
permintaan dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang pada
ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan putusan itu ketua



menyuruh agar memanggil pihak yang dikalahkan serta
memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan tersebut dalam
tempo yang telah ditentukan oleh ketua selama 8 hari “.

Berdasarkan ketentuan dasar hukum eksekusi diatas dapat dipahami
tujuannya agar-setiap orang.yang memiliki-kepentingan.dengan eksekusi bisa
mengetahui sumber hukum yang mengatur mengenai tatacara eksekusi. Agar
tidak terjadinya pemakaian.yang:salah; atau. berlebihan. Demikian pula dapat
diamati dari segi fungsi pembahasan pengertian eksekusi, bermaksud untuk
menelaah penjelasan eksekusi secara umum, serta kapan tindakan eksekusi
harus dilakukan. (Harahap, 2005)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksekusi mengandung dua arti.
Pertama, menjalankan putusan hakim ataupun hukuman badan peradilan.
Kedua, penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan. Menurut R.
Subekti, eksekusi dikenakan kepada pihak kalah tak mau menaati putusan
diberikan secara sukarela hingga putusannya mewajibkan untuk dilakukan
dengan bantuan kekuatan hukum. Sedangkan menurut Mochammad Dja’is
memberikan pengertian eksekusi yang lebih luas bahwa eksekusi adalah upaya
merealisasikan hak “secara paksa terhadap. pihak yang tidak mau secara
sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, eksekusi merupakan
bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum.

Eksekusi itu bukan hanya melaksanakan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap saja pada pihak terkalahkan yang tak mau
melaksanakan isi putusan dengan sukarela, benda jaminan eksekusi maupun
perjanjian terhadap eksekusi. Merealisasikan suatu hak bukan hanya dari

pelaksanaan putusan pengadilan merupakan artian luas dari eksekusi.



Pelaksanaan keputusan yang diberikan hakim, baik yang memiliki kekuatan
hukum tetap maupun yang belum memiliki kekuatan hukum tetap merupakan
pengertian dari eksekusi. Salah satu macam eksekusi yaitu eksekusi riil.
Eksekusi riil merupakan suatu_tindakan. nyata/riil, seperti menyerahkan suatu
barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu
perbuatan . tertentu dan _menghentikan, suatu perbuatan ataupun keadaan.
Misalnya mengosongkan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran. Eksekusi
riil dapat langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa
memerlukan lelang. Eksekusi riil diatur dalam pasal 1033 Rv (Reglement of
de Rechtvordering).

Eksekusi riil dapat dilaksanakan apabila terdapat pihak yang merasa
haknya dilanggar, sehingga hal tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan
hukum, karena menimbulkan kerugian yang membuat- korbannya dapat
mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri terhadap orang yang melakukan
perbuatan tersebut. Gugatan pada perbuatan melawan hukum didasarkan
dengan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige .Daad) diatur dalam pasal 1365
sampai pasal 1380 KUHPerdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap
perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang
karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian terebut.

Pada dasarnya, setiap praktik peradilan secara umum, suatu putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ink kracht van gewijsde) dapat
dilaksanakan eksekusi berkenaan dengan barang yang dijadikan sebagai

jaminan, baik barang tidak bergerak maupun bergerak, kecuali:
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1. Terhadap putusan serta-merta walaupun belum memiliki kekuatan
hukum tetap, tetapi putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu

khususnya untuk eksekusi terhadap barang yang dijadikan objek

ak penggugat,
menjatuhkan

perkaitan dengan

tidak mau melaksanakan secaras ala. Pengadilan negeri dapat mengutus
jurusita untuk melakukan eksekusi, bahkan apabila diperlukan dapan meminta
bantuan kekuatan umum. Kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat
adalah membayar biaya eksekusi dan menanggungi beban moral yang tidak
sedikit. (Zulkarnaen, 2017)

Berdasarkan keputusan yang dapat dijalankan merupakan putusan yang

mempunyai kekuatan eksekutorial. Tidak semua putusan hakim dapat
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dijalankan dalam arti yang sebenarnya, yaitu eksekusi hanya dapat dilakukan
secara paksa oleh pengadilan yang mengandung amar condemnatoir (bersifat
menghukum). Karena putusan yang bersifat condemnatoir saja yang bisa
dijalankan. Putusan declaratoir dan constitutive tidak. memerlukan sarana
pemaksaan dalam menjalankannya. Dikarenakan dalam putusan tersebut tidak
termuat hak atas prestasi,dan ‘akibat hukum yang tidak terjadi dengan
bergantung pada bantuan ataupun kesediaan dari pihak terkalahkan, oleh
sebab itu tidak memerlukan sarana pemaksa dalam menjalankannya.

Pihak yang menang dalam putusan dapat memohon untuk
melaksanakan putusan (eksekusi) kepada pengadilan secara paksa (execution
force). Putusan hakim dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, apabila pihak
yang menang mengajukan permohonan dengan metode lisan ataupun tertulis
kepada Ketua Pengadian Negeri berkaitan agar putusan dijalankan.
Melaksanakan putusan secara konkrit dapat dibicarakan bahwa eksekusi
berarti menuangkan bagian terpilih dari harta kekayaan pihak yang
terkalahkan yang bertujuan untuk mengisi putusan berguna keperluan pihak
yang menang. Menjalankan putusan harus dimintakan langsung kepada pihak
yang berkaitan dan tidak dapat dilaksanakan secara ex officio. (Mertokusumo,
2009)

Proses pemeriksaan perkara merupakan lanjutan dari peraturan
maupun tatacara perbuatan hukum dari eksekusi yang dijalankan oleh
pengadilan kepada pihak yang terkalahkan didalam suatu perkara. Karena
sebab itu, eksekusi merupakan tindakan yang berkelanjutan dari kelengkapan

proses hukum acara perdata. HIR dan Rbg merupakan satu-kesatuan yang tak
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dapat dipisahkan dari tatatertib beracaca dieksekusi. Seseorang yang
berkeingin untuk memahami pedoman aturan eksekusi harus menetapkan
aturan perundang-undangan dalam HIR ataupun Rbg.

Disamping itu, juga terlihat Pasal 180°HIR atau Pasal 191 Rbg yang
berbunyi:

“Biarpun orang membantah putusan hakim Pengadilan negeri atau
meminta apel,smaka pengadilan-negeri boleh memerintahkan supaya
putusan hakim dapat dijalankan, apabila‘ada suratyang sah, suatu
surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima
sebagai bukti atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan
putusan yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan
tuntutan dahulu dalam perselisihan tentang hal milik”.

Menjelaskan tentang pelaksanaan putusan secara serta merta
“(uitvoerbaar bij voorraad) atau provisionally enforceable (to have immediate
effect)”, yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan lebih dahulu
sekalipun putusan yang-bersangkutan belumy memperoleh kekuatan hukum
tetap. Pasal-pasal itulah yang menjadi pedoman tindakan eksekusi. Namun,
pembahasan berdasarkan pasal-pasal tersebut sama sekali tidak terlepas dari
peraturan lain seperti yang terdapat pada asas-asas hukum, yurisprudensi,
maupun praktik peradilan sebagai alat.pembantu memecahkan penyelesaian
masalah eksekusi yang timbul. Berdasarkan ketentukan Pasal 195 ayat (1)
HIR/Pasal 206 ayat (1) Rbg menyebutkan:

“Bahwa tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, kecuali dengan
jalan damai dan pelaksanaan putusan dibawah pimpinan ketua
pengadilan negeri pada tingkat pertama pemeriksaan perkara
tersebut”.
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Menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya
diberikan kepada peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri.
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang dalam
menjalankan_eksekusi. Wewenang eksekusi tidak terbagi melainkan berpusat
pada pengadilan negeri. Pemutusan eksekusi hanya berada pada satu instansi
saja agar mendapatkan tata-tertily: yangbermanfaat dalam penegakan dan
pelayanan hukum. Peneritiban dalam melaksanakan eksekusi ditangan instansi
pengadilan negeri sangat berguna untuk menghindari saling adung kekuasaan
diantara instansi peradilan.

Eksekusi diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) Rbg
yang mengatakan bahwa eksekusi putusan pengadilan dijalankan atas perintah
dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (op last en order leiding van
den voorzitter van_den- landraad). Jadi, Ketua Pengadilan Negeri diberi
kewewangan untuk memerintankan maupun memimpin jalannya eksekusi.
Kewenangan Ketua Pengedilan Negeri dalam memerintahkan dan memimpin
eksekusi merupakan formal secara ex officio. Kewenagan secara ex officio
dapat dibaca dalam Pasal'197.ayat (1) HIR/Pasal 208 RBg yaitu:

“Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, maka
ketua pengadilan tingkat petama mengeluarkan penetapan berisi
perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan
sita eksekusi terhadap harta kekayaan yang sebelumnya tidak
diletakkan sita jaminan”.

Disini dapat dilihat, eksekusi secara nyata dilaksanakan oleh Panitera
ataupun Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yang tertuang dalam

surat penetapan. Landasan yuridis pada tindakan eksekusi yang dilakukan
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penitera atau jurusita merupakan isi dari penetapan. Tanpa adanya penetapan,
maka syarat formal eksekusi belum terpenuhi. Perintah eksekusi menurut
Pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 Rbg harus dengan penetapan, tidak
diperbolehkan<perintah eksekusi secara. lisan. (Harahap, 2005) Pelaksanaan
putusan eksekusi di pengadilan negeri terdapat pada Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 Pasal 54 ayat «2) yang-herbunyi bahwa pelaksanaan putusan
pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita
dipimpin oleh ketua pengadilan.

Terhadap hasil prasurvei yang telah dilakukan penulis melalui
wawancara, ~penulis memperoleh data ' penelitian mengenai tatacara
pelaksanaan- eksekusi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Putusan eksekusi
dapat dilaksanakan apabila pihak yang menang (pemohon eksekusi)
mengajukan-permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan
catatan bahwa putusan tersebut'telah’ berkekuatan hukum tetap. Pengajuan
permohonan eksekusi dilakukan melawati Kepaniteraan Perdata Pengadilan
Negeri Pekanbaru, yakni Panitera Muda Perdata beserta bukti pembayaran
biaya eksekusi yang diserahkan pada kasir yang terletak dibagian
Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru, setelah itu kasir akan
mengeluarkan bukti pembayaran.

Selanjutnya, Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk
memanggil pihak pemohon dan termohon eksekusi dengan surat panggilan
agar datang ke pengadilan negeri Pekanbaru supaya menyelesaikan
perkaranya secara keluarga, supaya termohon eksekusi dapat melaksanakan

putusan dengansukarela. Setelah dalam waktu yang telah diberikan tak ada
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kata sepakat ataupun termohon tidak menepati janji, maka Ketua Pengadilan
Negeri menyampaikan (aanmaning) yaitu teguran selama 8 hari. Kemudian,
Panitera Muda Perdata diminta untuk membuatkan berita acara mengenai
peristiwa yang terjadi dalam_persidangan-yang ditandatangani oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan Panitera. Jika dalam waktu 8 hari tersebut termohon
eksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka Ketua
Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah yang
ditujukan kepada Jurusita agar melaksanakan eksekusi dibawah pimpinan
Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam hal menetapkan putusan eksekusi di Pengadilan Negeri
Pekanbaru, -hakim lebih berpotensi untuk memutuskan suatu perkara, sebab
putusan hakim diperlukan agar dapat menyelesaikan sengketa hukum yang
terjadi antara pihak penggugat dan tergugat. Sehingga yang menjadi
permasalahan dalam putusan tersebut yaitu karena adanya amar putusan hakim
yang tidak jelas, dimana objek yang akan disita eksekusi tak sesuai dengan
yang dicantumkan dalam amar putusan. Adapun masalah lainnya dalam
melaksanakan eksekusi. ‘adalah  Ketidakjelasan barang permasalahan
dipengadilan melakukan sita~eksekusi atau pengosongan tempat yang
ditempati pihak tereksekusi, dimana pemohon eksekusi kesusahan dalam
menetapkan batasan dieksekusi, akibat dari keambiguan tersebut dapat
berpengaruh pada pelaksanaan eksekusi. Faktor lainnya bisa terjadi karena
barang perkara telah dipindahkan ketangan (pihak ketiga) yang baru diketahui
pada saat melaksanakan eksekusi, untuk itu pengadilan harus mengawasi dan

menjaga kepentingan pihak ketiga dengan beriktikad baik.
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Putusan hakim diatur dalam HIR dan Rbg, yang menjadi perbedaannya
yaitu HIR hanya di Jawa dan Madura. Sedangkan Rbg berlaku diluar Jawa dan
Madura. Adapun pasal yang berkaitan dengan putusan eksekusi terdapat pada
Pasal 195 ayat«(1) HIR/206.ayat (1) Rbg.menyebutkan bahwa tidak ada yang
dapat menunda suatu eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap untuk
dilaksanakan, kecuali dengan:jalan-damais Dari uraian-uraian yang dijelaskan
pada pasal diatas, ternyata masih terdapat putusan eksekusi yang belum
tercapal, disebabkan oleh isi petitum penggugat tidak bersifat condemnatoir
(mengandung kata menghukum) ataupun Kketidaktahuan tergugat dalam
melaksanakan eksekusi tersebut.

Pada saat melaksanakan putusan pengadilan, agar. pihak yang kalah
(tergugat) memenuhi isi putusan pengadilan. Terggugat dalam melaksanakan
putusan dilakukan tanpa adanya tuntutans dari- pihak manapun untuk
melakukan pemenuhan hubungan hukum yang diberikan kepadanya atas
semua beban hukum dan kewajiban yang tertera didalam amar putusan. Sebab
itu, pihak tergugat harus dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada pihak
penggugat. Apabila putusan.dilaksanakan dengan senang hati, maka untuk
tergugat tidak perlu lagi melaksanakan tindakan paksaan kepadanya.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian penulis di Pengadilan Negeri
Kelas 1A Pekanbaru, ternyata banyak sekali putusan eksekusi yang temukan
diakibatkan adanya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela
isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga bersifat
menghukum, sehingga diperlukannya bantuan dari pengadilan untuk

menjalankan putusan secara paksa. Eksekusi akan muncul maupun berjalan

17



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

ketika pihak tergugat tidak mau mematuhi ataupun melaksanakan putusan

dengan sukarela. Ketidakmauan tergugat dalam melaksanakan pemenuhan

putusan secara sukarela menyebabkan suatu perbuatan hukum yaitu tindakan

vanarat

\ 3 =) R \e

*.‘-j.‘

diatas,

1. Baga

C. Tujuan dan Manfaat Penelitia
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kontribusi
tujuan sebagai berikut:
a. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana implementasi eksekusi
riil putusan perkara perdata tentang perbuatan melawan hukum pada

pengadilan negeri kelas 1A Kota Pekanbaru;
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b. Untuk memahami dan mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab
kesulitan dalam implementasi eksekusi riil putusan perdata tentang

perbuatan melawan hukum pada pengadilan negeri kelas 1A Kota

Lot
”
N
¥

'l
0

D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Tentang Eksekusi
a) Pengertian Eksekusi
Eksekusi merupakan satuan yang tidak terpisahkan dalam
melaksanakan tatatertib beracara yang tercantum didalam HIR ataupun

Rbg ataupun hukum acara perdata. Pengertian eksekusi dikemukakan
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oleh para ahli pada dasarnya memiliki keragaman. Pelaksanaan
putusan tidak dapat diubah, dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak

yang berperkara. Sehingga makna perkataan eksekusi terkandung

mau an putusan tersebut

“\HQ\\‘ .&@ gan bantuan

sekusi  harus

ang tatacara dalam

2. Pasal 225 HIR/Pasal bg (Tentang Putusan Yang Menghukum
Tergugat Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Tertentu);

3. Pasal 209-223 HIR/Pasal 242-257 Rbg memuat mengenai
(sandera/gijzeling), namun tidak berlaku secara efektif lagi

sekarang ini;
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4. Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan
SEMA No. 4 Tahun 2001 (Tentang Pelaksanaan Putusan Yang

Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yaitu Serta Merta;

(Tentang

lain yang

Kehakiman,
b hukum yang

menjalankan

permohonan peninjauan kembali tidak menghentikan pelaksanaan
eksekusi;

d. SEMA No. 4 Tahun 1975 menjelaskan penyanderaan diberikan
untuk orang yang tidak memungkin dapat melunasi hutangnya jika

disandera, karena hilangannya kebebasan untuk beranjak, dia tidak
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memiliki kesempatan untuk berusaha dalam mendapatkan uang
atau barang supaya bisa melunasi hutangnya.

Dari ketentuan aturan diatas dapat dijelaskan bahwa

peraturan

setiap

harus

tetap (in kracht van gewijsde)

Maksud dari asas ini merupakan putusan hakim yang
terwujud dari hubungan hukum antar pihak yang mengharuskan
agar menaati serta memenuhi segala isi putusan yang dilakukan
oleh tergugat yang tidak mungkin lagi padanya upaya hukum,

yaitu:
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a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan
Banding;

b. Putusan Mahkamah Agung (kasasi/pk);

A
),

/

menghukum

S A L)

ersifat menghukum
entuk (yurisdictio

itu yang sifat

a. Memutuskan ataupun Menitahkan untuk memberikan sesuatu
barang;

b. Memutuskan ataupun Menitahkan agar mengosongankan
sebidang rumah ataupun tanah;

c. Menghukum ataupun Memerintahkan agar melaksanakan suatu

perbuatan tertentu.
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Putusan bersifat condemnatoir biasanya berwujud dalam
bentuk kontentiosa dengan ciri-ciri:

a. Adanya sengketa yang terjadi diantara pihak yang berperkara;

aitu  pihak

melakukan

Pengadilan bersangkutan yang dijalankan oleh Panitera dan
Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yang tertuang
berbentuk penetapan. Jika surat penetapan tidak ada, maka syarat
eksekusi belum tercapai. Perintah eksekusi menurut pasal 197 ayat

(1) HIR tidak diperbolehkan secara lisan, harus dengan surat

penetapan.
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5) Eksekusi yang dilakukan harus sesuai dengan amar putusan

Yang dimaksud dari bunyi putusan ini yaitu eksekusi.

Sebab, kejelasan dari amar putusan digunakan agar tercapainya

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, vyaitu eksekusi yang
mengharuskan kepada pihak kalah untuk melakukan pembayaran
sejumlah uang dan eksekusi ini tidak dapat dilakukan secara
langsung sesuai dengan amar putusan, tetapi harus melalui proses
pelelangan terlebih dahulu karena yang akan dieksekusi adalah

sesuatu yang bernilai uang;

25



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

3. Eksekusi menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan,
yaitu perbuatan yang dilaksanakan oleh tergugat dalam sejumlah

uang sebagai ganti kerjaan yang harus dia lakukan berdasarkan

ur untuk

akukan tanpa

Putusan pengadilan tergolong dalam dua jenis, yaitu putusan
sela dan putusan akhir. Putusan sela, yaitu putusan fungsinya
memperlancar pemeriksaan. Adapun putusan akhir adalah putusan
yang diselengarakan agar menuntaskan suatu perkara dalam suatu
tingkat peradilan tertentu. Kedua jenis putusan tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:
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1. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan tindakan hakim sebagai penentu

dalam menyelesaikan maupun mengakhiri sengeketa yang terjadi

parkan ataupun

&
o~
&
e
v
ol

un status yang

2. Putusan Sela
Putusan sela terdapat pada pasal (185 ayat (1) HIR/pasal 48

Rv). Dalam pasal tersebut, hakim dapat memproses pemeriksaan
secara langsung untuk mengambil ataupun menjatuhkan putusan
yang dijatuhkan. Putusan tidak berdiri sendiri, tetapi satu kesatuan

dengan putusan akhir dalam pokok perkara.
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Putusan sela memuat tentang perintah yang diberlakukan

kepada pihak-pihak yang berpekara agar meringankan hakim

dalam menyiapkan pemeriksaan perkara, sebelum memberikan

pemeriksaan;
engadilan negeri
ketika proses
ini merupakan

perintah sesuai

Putusan dapat dieksekusi, yaitu:

1. Putusan yang sudah berkekuatan hukum bertetap;

2. Putusan mempunyai hukuman tetap yang tertuang dalam wujud
hubungan hukum tetap dan pasti antara pihak yang berperkara;

3. Hubungan hukum antara pihak yang berperkara telah tetap dan

terpercaya;
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4. Cara menaati serta memenuhi kaitan hukum yang berlaku dalam

amar putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

c) Kekuatan Putusan Pengadilan

ang langsung
menentukan
aksanakan hak

ta otentik yang

kembali.

3. Kekuatan Eksekutorial ataupun Kekuatan Untuk Dijalankan
Kekuatan eksekutorial adalah putusan yang dimaksud untuk

menyelesaikan suatu persoalan, sengketa, menetapkan hak atau

hukuman, realisasi ataupun pelaksanaannya secara paksa.
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d) Hakikat Pelaksanaan Putusan
Putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap dilakukan bila

perkara sudah diputuskan serta sudah memberikan kekuatan hukum

3. jika telah dieksekusi.

kara perdata,

penggugat;

g. Eksekusi dap ukan dengan bantuan aparat keamanan

kepolisian RI/Militer.

3. Tinjauan Tentang Perkara Perdata
Perkara perdata merupakan persengketaan/permasalahan yang
terjadi diantara orang perorangan atas hak dan kewajibannya ataupun
larangan serta perintah dalam lingkup keperdataan. Dalam suatu perkara

perdata pasti terdapat suatu hal yang dapat dijadikan sebagai pokok
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permasalahan, diakibatkan karena adanya sesuatu yang dipersengketakan
dan ada yang disengketakan. Sebenarnya permasalahan tersebut dapat

diselesaikan secara keluargaan ataupun bermusyawarah. Jika tidak dapat

arnaen, 2017)
dapat dicirikan,

yaitu

3) Permintaan da maupun putusan hakim bersifat
condemnatoir;
4) Hakim dalam memutuskan suatu putusan harus mengikat kedua
belah pihak dan juga saksi.
4. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang

bertentangan dengan hak orang lain dan merugikan orang lain, dan pihak
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yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tentunya harus

mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Lainnya juga

menafsirkan tindakan yang ilegal, yaitu tindakan di luar otoritas mereka..

@ 1 YN

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

4. Adanya kerugian bagi korban;

5. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.
(Sari, 2020)

Penelitian mengenai Implementasi Eksekusi Putusan Perkara

Perdata Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru merupakan
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hasil penelitian sendiri. Namun ada beberapa skripsi dan jurnal terdahulu

yang telah melakukan penelitian terkait tentang eksekusi perkara perdata,

diantaranya sebagai berikut:

151010575,
penelitian ini
tahui seberapa

Cepat dan Biaya

. Tinjauan Yu an Terhadap Penetapan Eksekusi
(Studi Kasus Perdata Nomor:
409/PDT.PLW/2013/PN.JKT.TIM), oleh  Dolly  Arman
Hutapea Npm 131010555, Fakultas Hukum, Universitas Islam
Riau. Skripsi ini membahas mengenai alasan perlawanan yang
diajukan pelawan terhadap penetapan eksekusi dan

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara;
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3. Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim

Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, oleh Asdian

ang dipublikasikan urnal Tahun 2013.

M “Q}thﬁj} .@‘9
‘ etua PN;

fata Yang Telah

s

Sunggumina,
I[lham Abbas.

eneralis Tahun

yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dipenelitian
yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada Implementasi Eksekusi
Riil Putusan Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada

Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru.
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E. Konsep Operasional
Agar penelitian ini dapat lebih terarah, penulis memberikan beberapa

batasan sebagai pengantar untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

berbeda dengan yang ditulis (vonis); (Mertokusumo, 2009)

4. Perkara Perdata adalah perkara yang terjadi antara orang dan perseorangan
yang menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban ataupun

perintah dan larangan dalam kajian keperdataan.
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5. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan

kepentingan orang lain ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan

kerugian bagi pihak lain. (Sari, 2020)

secara tepat tentang geja akat, mempelajari masalah-masalah

yang terjadi dalam masyarakat dan mendapatkan data primer maupun
sekunder. Dalam penelitian ini penulis juga langsung ke lapangan untuk
mendapatkan data primer maupun sekunder. Mengamati dari sifatnya,
penelitian ini  berbentuk deskriptif, metodenya adalah untuk
menggambarkan suatu hasil penelitian dengan cara menelaah atau

menganalisa suatu pernyataan dengan jelas, rinci dan lengkap.
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2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A

Pekanbaru, terletak di jalan Teratai No. 256, Pulau Karam, Kec. Sukajadi,

anusia, berupa

nyai ciri sama dari

populasinya, dalam me sampel disuatu penelitian ilmiah
menggambarkan sesuatu hal yang penting, dikarenakan kesimpulan
penelitian pada hakiketnya adalah penyamarataan dari sampel menuju

populasi. (Amiruddin & Asikin, 2010)
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Table I.1
Daftar Responden Tentang Implementasi Eksekusi Riil Putusan
Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum
Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Pekanbaru

Teknik
Pengambilan

Jumlah

Data primer merupakan memperoleh data langsung dari sumber
pertama. Data melalui wawancara langsung dengan keterangan yang
didapatkan dari responden yaitu pihak-pihak yang berhubungan
langsung dengan objek yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dibeberapa bahan

kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal
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maupun literature yang ada kaitannya dengan masalah yang akan
diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Dokumentasi merupakan kumpulan berkas maupun data dari

pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang
didapatkan dari mengumpulkan, menganalisa data dengan
menggunakan buku-buku, jurnal, undang-undang dan literature lainnya
sebagai bahan bagi objek penelitian yang berkaitan dengan judul

penulis.
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6. Analisis Data
Data dipergunakan untuk meneliti dengan memakai teknik analisa

kualitatif, memperoleh dan mengkaji dalam suatu penelitian berdasarkan

ntang fenomena yang

‘ “‘5““ .b& an gagasan
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umu ntang Eksekusi Riil

(Belanda),

laksanakan
a, 2005) Para
arnya mempunyai
hakikatnya

sangkutan agar

NN N ]

putusan tersebut dipaksaka epadanya dengan bantuan hukum.

(Zulkarnaen, 2017)

Menurut R. Soepomo eksekusi adalah undang-undang yang
mengatur tentang cara dan syarat yang digunakan oleh alat-alat negara
untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan
putusan-putusan hakim apabila pihak-pihak yang kalah tidak mau

melaksanakannya dalam waktu yang telah ditentukan.(Asikin, 2015)
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Menurut Djazuli Bachar melaksankan putusan pengadilan
bertujuan untuk mendayagunakan putusan agar melahirkan suatu prestasi

dengan cara paksa. Upaya yang diberikan berupa tindakan paksa untuk

Dalam Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tidak terdapat

pengecualian dengan berlakunya hukum acara perdata, sehingga
berlaku penuhlah kedua aturan tersebut. (Bachar, 1995)

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 dan
Nomor 4 Tahun 1975 tentang gizeling (sandera) sebagaimana diatur
pada Pasal 209-223 HIR/242-258 Rbg tidak diberlakukan lagi karena

bertentangan dengan perikemanusiaan. (Nurhayani, 2015)
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Paraturan lain yang Berhubungan

Adapun peraturan lain yang berkaitan dengan yang dapat

dijadikan sebagai dasar penerapan eksekusi, yaitu:

titel eksekutorial da g gadai dapat menjalankan dengan
langsung haknya tanpa perantaraan pengadilan; (Sofwan, 1980)

Eksekusi Riil, yaitu melaksanakan putusan hakim secara langsung
atau nyata, menghukum pihak tergugat untuk melakukan suatu
perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan
tanah maupun bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan

tertentu;
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3) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang, yaitu manakala ada seseorang
yang keberatan untuk memenuhi bunyi putusan dengan sukarela, maka

dalam putusan tersebut pihak tergugat diberikan hukuman untuk

Dalam melakasanakan eksekusi, para pihak perlu untuk
memerhatikan asas-asas dalam eksekusi, yaitu:
1) Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Pada prinsipnya, hanya putusan-putusan yang mempunyai
hukum tetap yang dapat dilaksanakan dan apabila suatu putusan telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap, putusan itu tidak lagi

mempunyai upaya hukum yang bersifat umum. Jika salah satu pihak

44



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

memutuskan untuk mengajukan banding, kasasi berarti putusan
tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Kecuali upaya

hukum untuk peninjauan kembali, peninjauan kembali tidak menunda

gakan  hukum, hanya

merupakan putusan ya empunyai kekuatan hukum mutlak.
(Makarao, 2004)

Adapun beberapa pengecualian yang dibenarkan undang-
undang untuk mengkabulkan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain:

a. Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bii voorraad). Dalam Pasal 180

ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg eksekusi dapat dijalankan
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pengadilan walaupun putusan yang bersangkutan belum
mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal ini memberikan hak

untuk penggugat supaya mengajukan permintaan agar eksekusinya

. Putusan Perdamaian. am Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg akta

perdamaian yang dibuat hakim dalam persidangan mempunyai
kekuatan eksekusi seperti putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap. Sejak dibuatnya tanggal akta perdamaian, melekat pula
kekuatan eksekutorial meskipun bukan putusan pengadilan dalam

arti memutus perkara;
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d. Eksekusi Terhadap Grose Akta. Dalam Pasal 224 HIR/Pasal 258

Rbg menurut pasal ini eksekusi diperbolehkan terhadap perjanjian,

asalkan perjanjian itu berbentuk grose akta. Jadi, perjanjian yang

tu dengan cara

engadilan dengan

ini pihak terek

dengan sukarela.

3) Putusan Hakim Yang Dapat Dieksekusi Bersifat Menghukum
(Condemnatoir)

Hanya putusan yang bersifat condemnatoir saja yang bisa

dieksekusi, yaitu putusan yang amarnya mengandung unsur untuk

menghukum. Adapun acuan untuk menentukan bahwa suatu putusan

dapat dikatakan bersifat menghukum, dalam amar putusannya terdapat
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perintah untuk menghukum pihak yang kalah, disebutkan sebagai
berikut:

a. Menghukum ataupun memerintahkan agar menyerahkan suatu

c. Putusan konstitutif, amarnya menciptakan suatu keadaan yang baru.

Pada umumnya putusan yang bersifat condemnatoir terwujud
dalam perkara yang mempunyai ciri-ciri, yaitu:
a. Berupa perkara yang bersifat partai;
b. Adanya pihak penggugat yang mengajukan gugatan terhadap pihak

tergugat;
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c. Proses pemeriksaanya berlangsung secara contradictoir, yaitu pihak

penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk melakukan sanggah

menyanggah.

eksekusi. Sepanjang tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaanya,
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak berwenang untuk
mencampurinya. Gambaran kontruksi hukum kewenangan dalam
menjalankan eksekusi dengan singkat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mementukan pengadilan negeri mana yang berwenang dalam

menjalankan eksekusi putusan;
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b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada
pengadilan negeri;

c. Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memerintah dan

Menurut ert eksekusi riil tidak hanya
diterapkan secara langsung, tetapt juga paksaan tidak langsung terhadap
tergugat agar melaksanakan putusan, sepanjang hal yang dituju tercapai.
Putusan hakim secara tidak langsung termasuk paksaan agar tergugat
memenuhi isi putusan. (Manan, 1999)

Contoh kasus eksekusi riil yang terdapat pada perkara No.

206/Pdt.G/2016/PN.Pbr, yaitu terjadinya peralihan hak yang melawan

hukum. Dimana penggugat membeli tanah pada tahun 1981, tanah tersebut
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selalu dirawat dan ditanami rambutan, kelapa dan pisang. Karena pada
waktu itu belum banyak orang yang tinggal disekitar tanah dan juga
banyaknya babi hutan, jadi tanaman habis dimakan dan dirusak babi,
apalagi ketika musim._kemarau banyak.rumput-rumput berkeringan dan
kebanyakan yang tumbuh disana adalah rumput alang-alang yang mudah
terbakar, sehingga apabila_ditanami tanaman habis terbakar. \Waktu itu
tanah_penggugat ‘dipagar dengan kawat berduri. Lalu pada tahun 1999
penggugat dipindah tugaskan ke Jambi, tapi setiap pulang ke Pekanbaru
penggugat tidak lupa untuk melihat tanah tersebut dan selalu menanyai
pak RT/RW dan Lurah barangkali ada orang yang menggangu tanah orang
perikanan, tetapi pak Lurah menjawab tidak ada, aman-aman saja.
Berikutnya pada tahun.2010 penggugat dan teman-teman dari Dinas
Perikanan menemui bapak pengembang untuk bekerja sama dalam
membangun perumahan /diatas ,tanahtarang Dinas Perikanan yang luas
tanahnya kurang lebih 12 hektar. Waktu itu sudah ada kesepakatan,
pengembang bersedia untuk membuat parit batas memaki eskapator, lalu
dibuatlah parit'besar. Tetapi kerjasamanya tidak terlaksana, karena terbukti
tanah tersebut sudah ada. yang mengalihkan hak tanpa izin dan
pengembang tidak mau repot akhirnya mengundurkan diri, sehingga
perjanjiannya batal.

Pada tahun 2012 penggugat pulang ke Pekanbaru, terdapat
pengembang yang berminat untuk bekerja sama bagi hasil, karena
pengembang sudah mengecek ke kantor Lurah Tuah Karya dan
mengatakan tanah penggugat aman, lalu dibuat kesepakatan yang

dituangkan dalam Akta Notaris. Setelah itu pengembang mengajak
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kelokasi untuk melihat tanah, beberapa hari kemudian saat penggugat
kembali lagi kelokasi bersama pengembang, notaris dan petugas ukur dari
kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Ternyata diatas tanah penggugat
terdapat pancang besar yang berisi tulisan bahwa tanah ini dibawah
pengawasan penasihat hukum dan dibawah pancang besar ada tiga papan
kecil berisi tulisan tanah milik para tergugat. Berdasarkan hal tesebut
penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru,
tetapi gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan
kurangnya pihak dan harus digugat kembali. Saat dalam persidangan
perdata dipengadilan negeri, penggugat melihat Sertipikat Hak Milik yang
dikuasai para tergugat memiliki banyak kejanggalan, lalu penggugat
mengajukan gugatan..ke. Pengadilan. Tata -Usaha Negara Pekanbaru
mengenai gugatan masalah Obyek Sertipikat Hak Milik yang mengandung
kecacatan hukum, ‘tetapi-Pengadilani-Tata Usaha Negara menyatakan
gugatan penggugat termasuk dalam Kompetensi Absolut pengadilan
negeri, karena menyangkut bidang keperdataan, sehingga gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima.

Ternyata tergugat yang dahulunya pernah menjabat sebagai Ketua
RT di Desa Kualu/Tarai Bangunan melakukan pengaplingan atas obyek
tanah in-cassu dan terlibat memiliki tanah diatas tanah penggugat.
Kebetulan pada tahun 2002 ada program PRONA dimana Kelurahan Tarai
Bangunan mendapatkan kesempatan bagi yang mempunyai tanah dengan
luas antara 1000 sampai 2000 meter persegi dapat mengajukan
permohonan untuk mendapatkan sertipikat bagi tanahnya yang belum

bersertipikat. Yang mana hal ini baru diketahui penggugat sewaktu sidang
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di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berdasarkan PRONA tersebut, tergugat
yang dahulunya pernah menjabat sebagai Ketua RT tentunya lebih
mempunyai keberanian dalam mencari peluang untuk mendapatkan tanah
kososng yang orangnya sedang tidak berada ditempat, kebetulan pada
waktu itu. penggugat sedang bertugas di Pengadilan Negeri Kalianda
Lampung Selatan. Setelah , tanah-tanah tesebut dikapling kemudian
tanahnya diberikan ataupun dijual ke para tergugat lainnya.

Bahwa kedudukan penggugat secara hukum sesuai dengan bukti-
buktl yang ada dan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik sah
penggugat, maka penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek tanah
in-cassu, dengan berasalan hukum untuk memerintahkan dan menghukum
para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama-untuk menyerahkan, mengosongkan
sebagaimana awal mula pengusaan bersih dari ikatan dan pembebanan
hukum lainnya atas tanah miilik sah penggugat, sejak putusan ini

dijatuhkan baik secara sukarela maupun eksekusi.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Perkara Perdata
1. Pengertian Putusan
Putusan diberikan pada saat hakim dapat menguasai permasalahan
yang terdapat didalam perkara, maka berhubungan dengan pemeriksaan
perkara dapat dinyatakan selesai apabila putusan hakim telah dijatuhkan.

Maksud dari mengadakan suatu proses dihadapan pengadilan adalah
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2.

bertujuan agar mendapatkan putusan hakim, putusan dapat dipaksakan
ketika para pihak tidak menaati putusan tersebut. Untuk cakap dalam

memberikan putusan yang dapat mewujudkan kepastian hukum dan

menyelesaikan suatu perkara. (Soeparmono, 2005)

Asas-Asas Putusan

Asas yang ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak
mengandung cacat, diatur dalam pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg dan pasal
19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Sarwono, 2011), antara lain:
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1) Memuat dasar alasan yang jelas dan terperinci;
Menurut dari asas putusan ini yang diberikan harus berdasarkan

pertimbangan yang jelas dan benar. Alasan hukum yang dapat

alasan apapun, walaupun dalam hal hakim melakukannya dengan

itikad baik ataupun sesuai dengan kepentingan umum.
4) Diucapkan dimuka umum dengan alasan;
a. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperative

Menurut pasal ini dalam proses pemeriksaan persidangan

harus berdasarkan pada kejujuran, dimulai dari pemeriksaan awal
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sampai akhir. Melalui prinsip ini, agar proses peradilan dapat

berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan memihak sebelah

atau diskriminatif hakim dianggap memiliki efek pencegah. Hal ini

memperlancar pemeriksaan. angkan putusan akhir merupakan putusan
yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkat peradilan
tertentu. Kedua jenis putusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Putusan Sela

Sebelum putusan akhir dijatuhkan, adakalanya hakim terlebih
dahulu mengambil putusan terhadap masalah yang bersangkutan

dengan jalannya pemeriksaan perkara yang akan maupun sedang
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diperiksa. Putusan sela terdapat dalam pasal 185 ayat (1) HIR, pasal
ini menyebutkan hakim dapat mengambil ataupun menjatuhkan

putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat

usan sela tidak dapat

goa ketika pihak
a hakim hanya

ersebut dengan

kan para pihak

menyelesaikan

“\\il“;\

o
>

san akhir. Dalam

Tujuan dari putusan ini untuk mempersiapkan jalannya
pemeriksaan. Misalnya, hakim terlebih dahulu menerbitkan
putusan preparatoir mengenai tahap dalam memproses ataupun

jadwal persidangan sebelum memulai pemeriksaan.
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2) Putusan Interlocutoir
Putusan ini merupakan putusan sela yang berisi perintah

untuk mengadakan pemeriksaan terdahulu terhadap bukti-bukri

\ L\ /' R
‘ﬁ

mendengar

a hakim secara

WA

E N :
&
©
®
QD
73
5
&
3
<
QD

=4
@
=
@
o)
D
=,
>
~—~+
QD
>
-~
D
©
QD
o
QD

Diperintahkan t gucapkan atau mengambil sumpah
baik sumpah yang menentukan atau sumpah tambahan
berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdata, maka
pelaksanaannya dituangkan dalam putusan sela;

d. Memerintahkan pemanggilan saksi berdasarkan Pasal 139 HIR
yaitu saksi-saksi yang diperlukan oleh penggugat atau tergugat,

tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121
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HIR, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada

hakim agar saksi tersebut dipanggil secara resmi. oleh Jurusita..

Apabila permintaan tersebut dikabulkan, hakim akan

dalam persidangan hari itu;

b. Penggugat tidak hadir pada saat sidang dan tidak mewakilkan
orang lain untuk hadir, walaupun ketidakhadirannya tersebut
karena adanya suatu halangan yang sah;

c. Tergugat hadir dalam sidang dan mohon keputusan.
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2) Putusan Verstek

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan karena

tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi,

ggugat hadir dan.mr san, putusan verstek

e. Penggugat moho

3) Putusan Kontradiktoir
Putusan kontradiktoir merupakan putusan akhir pada saat
diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak.
Dalam pemeriksaannya disyaratkan bahwa penggugat maupun
tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan

kontradiktoir dapat dimintakan banding.
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Putusan pengadilan jika dilihat dari isinya terhadap gugatan
atau perkara, putusan hakim dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Putusan tidak menerima;

)
v

<&
=
e

diantara para

@a terdapat dalam

SN )

diktum putusan. Denga anya pernyataan tersebut putusan dapat
ditentukan siapa yang berhak ataupun yang mempunyai kedudukan

atas permasalahan yang dipersengketakan.
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2) Putusan Constitutief

Putusan constitutief adalah putusan yang dapat meniadakan

keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru. Pada

batalan perjanjian

diberikan oleh
ang kalah dalam
Putusan ini
ar declaratoir

ief tidak dapat

persidangan dan e . Pelaksanaan eksekusi terhadap barang
yang dijadikan sebagai jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan
secara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat
pemerintah setempat.

Dari semua jenis putusan yang telah dipaparkan diatas,

maka setiap putusan harus diawali dengan uraian mengenai asas
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yang harus ditegakkan agar putusan dijatuhkan tidak mengandung

cacat setiap putusan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Kepala Putusan;

yang dapat

t mempunyai

1.

2. h be Jatan te erkandung wujud hubungan
hukum tetap dan pasti a ak yang berperkara;

3. Hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti,

maka:

a. Hubungan hukum tersebut harus ditaati;

b. Harus dipenuhi oleh pihak yang dihukum.

4. Cara menaati dan menuruti hubungan hukum yang ditetapkan dalam

amar putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka:
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2)

a. Dapat dilakukan dengan sukarela oleh pihak tergugat;
b. Bila tidak menjalankan putusan dengan sukarela, hubungan hukum

yang ditetapkan dalam putusan harus dilakukan dengan paksa

aksud  untuk
enetapkan hak
engketa tidak bisa
dengan damai,

gketanya kepada

"%\\g

g arti pihak yang

g dijatuhkan, sehingga

Kekuatan Pembuktia

Dengan dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis bertujuan
untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin
diperlukan dalam mengajukan upaya hukum. Meskipun putusan hakim
tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun

mempunyai kekuatan pembuktian.
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3) Kekuatan Eksekutorial
Kekuatan untuk melaksanakan dengan paksa menggunakan

alat-alat Negara, terhadap hal itu telah ditentukan majelis hakim dalam

tetap harus

iliki kekuatan

Pelaksanaan eksekusi putusan merupakan tindakan pasksa dengan
kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah
untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Pengadilan atau hakim tidak hanya menyelesaikan perkara dengan
menjatuhkan putusan, melainkan putusan itu harus dilaksanakan, sehingga

terealisasilah prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam
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putusan. Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa
dan menetapkan hak atau kedudukan hukumnya.

Perlu diketahui bahwa putusan hakim yang dapat dilaksanakan atau

Perbuatan melawa yaitu perbuatan yang dilakukan diluar

kewenangan atau kekuasaannya. Dalam konteks perdata, perbuatan
melawan hukum sering disebut dengan istilah onrechtmatige daad, suatu
perbuatan dikatakan sebagai melawan hukum dalam perdata jika perbuatan
tersebut dapat merugikan kepentingan keperdataan (privat), kerugian yang
ditimbulkan dapat bersifat materiil (kerugian akibat tabrakan mobil)

ataupun immaterial (kerugian akibat kecemasan atau penyakit). Kemudian
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perbuatan melawan hukum juga diartikan sebagai perbuatan yang
melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai kesopanan yang berkembang dalam

kehidupan masyarakat dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum

am pasal 1365

letbook), yang

bawa kerugian
ena salahnya
ebut”.

dengan ketentuan dalam pasal 1365
KUHPdt, maka unsur-unsur perbuatan melawa hukum diuraikan sebagai
berikut:
1) Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum
Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan suatu
perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang menyebabkan kerugian

pada pihak lain. Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum,
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yang mana dalam perbuatan tersebut memuat kerugian atau melanggar
hak orang lain yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan

perkataan lain melawan hukum sebagai sesuatu yang bertentangan

pertanggungjawaban um jika memenuhi unsur-unsur
sebagai berikut:

a. Adanya unsur kesengajaan;

b. Adanya unsur kelalaian;

c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.
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3) Adanya Kerugian
Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak

diatur oleh undang-undang, kerugian yang timbul merupakan

erial) kerugiaan yang

kerugian yang

a untuk waktu

arus mengganti kerugian atas

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) HEBHBZISIICIJB(I
NI disay yejepe i uawnyo(g
N
_|
5

perbuatan  yang Di dalam hukum perdata

pertanggungjawaban kesalahan dapat meliputi:

a. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka
harus ada ganti rugi yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

b. Seseorang tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang

ditimbulkan  dari  perbuatan yang disengaja, tetapi harus

bertanggungjawab karena kelalaiannya atau sikap kurang hati-hati.
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3. Ganti Rugi Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum
Pasal 1365 KUHPdt menentukan bahwa setiap orang yang

melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, maka

Departemen Pekerjaan Umum (DPU) setempat. Gedung tersebut dibangun
secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959, bagian
samping kanan kira-kira tahun 1962, bagian samping Kiri dibangun tahun
1963 dan yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar pada tahun

1968.
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Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru mempunyai ruang sidang

sebanyak 7 buah, yaitu:

1) Dua ruang sidang utama;

uuuu

RAMAY/
i STC Pek

. Masjid Raya Ar
\ Provinsi

Pengadilan

Negeri Pekanbaru

Dinas Kesehatan Baru dilihat RSU
= Kota Pekanbaru ACHMAD PR

&

;\ RS Awal Bros A. Yani ® RS Bhayangkara
> Pekanbaru
4 JI. Zebra
1/629 @ JI. Kuda Laut
Hrian - mMr. Creampuff Kantor Gubernur Riau @
< > @ Po
h Perpustakaan Soeman &>
— - HS Provinsi Riau fhe
Gambar 11.1

Peta Lokasi Pengadilan Negeri Pekanbaru
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2. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru berada dibawah lembaga

Mahkamah Agung RI, Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi

melawan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Hakim Ketua,
Hakim Anggota dan Panitera

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas

|A dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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KETUA

Dr. Dahlan, S.H., M.H

v

WAKIL KETUA

ERNN

PANITERA MU

Denni Sembiring, S

1

SUBBAGIAN PERENCANAAIN
INFORMASI DAN

3AGIAN UMUM DAN
KEUANGAN

Yuni Elysabet, SE

Ketua dibantu olen Wakil Ketua, Hakim yang berjumlah 17 orang,
Panitera dengan anggotanya yang terdiri dari Panitera Muda Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI), Panitera Muda Tipikor, Panitera Muda
Hukum, Panitera Muda Perdata dan Sekretaris yang anggotanya terdiri
dari Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan,

Subbagian Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana juga Subbagian
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Umum Dan Keuangan. Adapun penjelasan dari struktur organisasi

Pengadilan Kelas IA Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

a)

9)

Ketua Pengadilan Negeri, yaitu membina, mengkoordinasikan dan

QL

e
P
A
‘;
’

7
_ "',
A ¥

Panitera Muda Perdata adalah membantu panitera dalam
menyelenggarakan segala urusan keperdataan mulai dari menerima
gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi
dan somasi serta tugas lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku;

Panitera Muda Pidana adalah membantu panitera dalam

menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara
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h)

pidana mulai dari menerima banding, kasasi, peninjaun kembali dan
grasi serta tugas lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku;

Panitera Muda Hukum adalah membantu panitera dalam melakukan

Egé

e \
o
v

' ‘\%\"\\\“ﬁ

W
Y crt
<-

penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau
dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah
diputus amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada

panitera muda perdata atau pidana bila selesai dimutasi;

m) Jurusita mempunyai tugas dalam melaksanakan semua perintah yang

diberikan oleh ketua, hakim dan panitera serta menyampaikan masalah
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perkara yang sedang disidangkan dan menyampaikan relas panggilan
sidang. (Rajagukguk, 2016)

4. Wewenang Pengadilan Negeri

gadilan dalam
secara mutlak

. baik dalam

Wewenang nisbi yaitu kepada pengadilan negeri manakah
gugatan atau tuntutan hak harus ditujukan. Kompetensi relatif diatur
dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg yang berkaitan dengan wilayah
hukum suatu pengadilan. Gugatan perdata harus diajukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggal tergugat
(mempunyai alamat, domisili. (Butarbutar, 2009) Namun apabila

tergugat tidak memiliki tempat tinggal yang dikenal atau tempat
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tinggalnya tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada pengadilan
negeri ditempat tergugat sebenarnya tinggal atau jika tempat tinggal

dipilih, penggugat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

negeri ayah hukumnya adalé tinggal yang dipilih.

JJJJJ
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4. Payung Seka 10. Rumbai Pesisir
5. Pekanbaru Kota 11. Tampan
6. Sail 12. Tenayan Raya
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

dengan

pelaksane

puatan melawan hukum didasarkan

dengan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.
Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang
berkenaan dengan eksekusi riil putusan perkara perdata. Berdasarkan hasil
penelitian yang penulis lakukan di pengadilan negeri pekanbaru, penulis telah
memperoleh daftar data perkara perdata yang masuk mulai bulan Januari

sampai Desember tahun 2015 sebanyak 256 perkara dan 2016 sebanyak 322
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perkara. Gambaran daftar perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri

Pekanbaru tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun

Ju

Sumber D
Berd

perkara perdata

ulan Jumlah Tahun
Perkara
2
Vem )
sem

waktu 2 tahun (2015-2

Jumlah
Perkara
ari 25

b 16

t 34
31
23
15
24
35
28
25
r 33
r 33
322

Bulan

wa jumlah rata-rata

ekanbaru dalam kurun

i perkara. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat jJumlah perkara perdata yang diterima dan putus pada tahun 2015-

2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tabel sebagai berikut:

Tahun Perkara Perkara Diterima Perkara Diputus
2015 256 171
2016 322 187
Jumlah 578 358

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru 2015-2016
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Pada Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara perdata
tahun 2015 terdiri dari 256 perkata yang diterima, 171 perkara telah diputus
dan pada tahun 2016 terdiri dari 322 perkara yang diterima, 187 perkara telah
diputus. Jika. dijumlahkan-perkara perdataryang diterima pada tahun 2015-
2016 yaitu sebanyak 578 perkara dan yang diputus sebanyak 358 perkara.
Banyaknya perkara yang_diterima ‘Pengadilan Negeri Pekanbaru dipengaruhi
oleh adanya permohonan masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya
melalui pengadilan.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri
Pekanbaru berkaitan dengan syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, selaku Panitera
Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Eksekusi dapat-dilaksanakan apabila putusannya telah berkekuatan
hukum tetap, maksudnya menurut Undang-Undang putusan tersebut
tidak memiliki kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum
biasa untuk melawannya. Dan putusannya itu harus bersifat
menghukum  (condemnatoir) karena telah melekat kekuatan
eksekutorial yang dapat dipaksakan dengan bantuan dari aparat
keamanan ‘terhadap pihak yang tidak menaati putusan dengan
sukarela ”. (Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Hendri, selaku
Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru menerangkan bahwa:

“Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara memaksa pihak
tergugat untuk keluar meninggalkan objek perkara. Pada dasarnya,
eksekusi riil dilakukan dengan sangat mudah, sederhana dan tidak
memerlukan formalias yang rumit. Dalam proses pelaksanaan
eksekusi riil hanya memerlukan penetapan dari Ketua Pengadilan
Negeri yang isinya untuk memerintahkan eksekusi berdasarkan
permohonan pihak penggugat, tentunya eksekusi dapat dilakukan
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setelah pihak penggugat membayar biaya eksekusi. Kemudian dalam
penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri tersebut, pelaksanaan
dilapangan dijalankan oleh Panitera atau Jurusita pengadilan untuk
melakukan  pembongkaran dan penyerahan objek perkara
dilapangan”. (Wawancara Pada Tanggal 07 Juli 2021)

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan

Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 111.1

Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Putusan Eksekusi
Riil Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
dan Bersifat Condemnatoir (Memaksa)

Alternatif Jawaban

Persentase Dilaksanakan Dengan Lancar

Ya

100%

Tidak

0%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dari tabel diatas, disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi riil dapat

dijalankan dengan lancar sebanyak 100% ketika putusannya telah

berkekuatan hukum tetap dan bersifat-condemnatoir (memaksa).

Apabila dalam suatu perkara terdapat pihak yang terkalahkan tidak

bersedia menjalankan putusan hakim atau pengadilan dengan sukarela, maka

proses pelaksanaan eksekusi riil dilaksanakan dengan ketentuan, yaitu sebagai

berikut:

1. Adanya Permohonan Eksekusi Dari Penggugat

Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan

dengan melampirkan semua berkas-berkas putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap. Baik putusan pengadilan negeri, banding, kasasi mapun pk,

yang dilampirkan dalam satu permohonan oleh kuasa hukumnya/ dirinya

sendiri (penggugat) dan mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan
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negeri. Setelah beberapa hari surat permohonannya dimasukkan ke PTSP
(Pelayanan Terpadu Satu Pintu), surat terseut akan diproses terlebih
dahulu dan diberikan kepada ketua pengadilan negeri, dimasukkan ke
dalam register nomornya.diruangan. umum. Setelah.itu ketua pengadilan
negeri memberikan instruksi kepada panitera untuk menyuruh panitera
muda perdata agar meresume. isi putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan diantarkan kembali ke ruangan ketua pengadilan negeri. Setelah
diresume, ketua pengadilan akan menelaah atau mempelajari apakah
putusannya dapat dieksekusi atau tidak dengan melihat isi putusannya
bersifat menghukum (condemnatoir) atau hanya sebatas kertas saja.
Eksekusi dapat dilaksanakan apabila isi putusannya bersifat menghukum.
Kemudian diteliti kelengkapan berkas permohonan eksekusi,
setelah berkas dianggap. sudah lengkap, pemohon eksekusi disuruh untuk
membayar aanmaning (peneguran) yang disetor ke rekening Kepaniteraan
pengadilan. Penyetoran biaya merupakan bagian dari upaya untuk
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, lalu bukti pembayarannya
diberikan kepada kasir yang terletak dibagian Kepaniteraan Perdata
Pengadilan Negeri dan kasir mengeluarkan tanda bukti pembayaran berupa
SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Bagian eksekusi akan
menyerahkan berkas aanmaning yang sudah lengkap persyaratannya
kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapakan hari, tanggal, jam
dan tempat aanmaming dan memerintahkan Jurusita pengganti untuk

memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning.
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Jurusita pengganti akan memanggil para pihak dengan waktu paling lama
3 hari sebelum hari dan tanggal aanmaning ditetapkan.

Besarnya biaya aanmaning diatur dalam Surat Keputusan Ketua

tentang

ara Perdata

'Q Q ketahui bahwa penetapan
radius/biaya aanma ‘ ar uai dengan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No. W4.U1/3492/HK.02/V111/2016
terdiri dari pendaftaran Rp. 25.000, penetapan Rp. 25.000, hak redaksi
Rp. 10.000, materai Rp. 10.000, atk Rp. 50.000 dan biaya panggilan sesuai
radius. Sesuai radius artinya biaya panggilan disesuaikan berdasarkan
jarak tempuh transportasi menuju wilayah tempat tinggal termohon

eksekusi.
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2. Aanmaning (Peringatan/Peneguran)

Termohon eksekusi dipanggil untuk menghadap pengadilan pada

hari dan tanggal yang tercantum pada relaas penggilan. Aanmaning

bahwa termohon eksekusi tidak perlu dipanggil kembali, karena sudah
memenuhi prosedur hukum. Hadir atau tidaknya termohon eksekusi, berita
acara aanmaning tetap akan dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua
Pengadilan Negeri, Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Apabila terdapat perlawanan dari pihak termohon eksekusi atau pihak

ketiga yang dimuat dalam bentuk gugatan, Ketua Pengadilan akan
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mempertimbangkan eksekusi dilanjut atau ditunda. Pemanggilan pihak

tergugat dipengadilan merupakan rangkaian dalam proses memberi

peringatan atau teguran atas kelalainnya dalam memenuhi isi putusan

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
eksekusi riil, terlebih dahulu melakukan pemanggilan aanmaning
(teguran/peringatan), yang mana pemanggilannya dilakukan sebanyak 3x.
Jika dalam pemanggilan yang pertama termohon eksekusi hadir, maka

tidak perlu dipanggil kembali, apabila dalam pemanggilan kedua tidak

hadir, maka dilakukan pemanggilan ketiga, apabila dalam pemanggilan
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kedua ia hadir, maka pemangggilan untuk yang ketiga kalinya tidak

diperlukan lagi.

3. Sita Eksekusi

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

sekusi riil dilakukan,

engC N, penggugat
“

Penetapan sita
eksekusi pada
harus datang
didaftarkan ke
pindah alihkan
dengan 2 (dua)

dan camat untuk

Tabel I11. 4

Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Riil
Pengosongan Yang Memerlukan Tindakan Sita Eksekusi
Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

Alternatif Jawaban

Persentase Dilakukan Sita Eksekusi

Ya

100%

Tidak

0%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru
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Dari tabel 111.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum
melaksanakan eksekusi, terlebih dahulu harus melakukan sita eksekusi
untuk mengikat objek eksekusi tersebut agar dapat dieksekusi,
(Conservatoir Beslag).Sita yang dilakukan sebelum eksekusi. Tetapi jika
sebelumnya sudah dilakukan sita jaminan ataupun sita lainnya dalam
perkara yang lain, maka dilakukan, sita persamaan. Jadi tidak perlu disita
eksekusi lagi, hanya memerlukan objek tersebut setelah disita.

Ketua Pengadilan Negeri Mengeluarkan Surat Perintah Penetapan
Eksekusi Pengosongan

Manakalah dalam waktu masa peringatan pihak yang terkalahkan
tidak melaksanakan putusan hakim dan telah melampaui masa peringatan,
jika pihak yang kalah tanpa alasan yang patut tidak menanggapi peringatan
tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri secara ex officio mengeluarkan
surat penetapan yang isinya,untuk memerintahkan Panitera atau Jurusita
agar melaksanakan eksekusi pengosongan ataupun pembongkaran.
Panitera/Jurusita Menjalankan Perintah Eksekusi Riil

Dalam melaksanakan eksekusi Jurusita harus datang langsung ke
lokasi eksekusi, karena tidak diperkenankan untuk melakukan eksekusi
dari jarak jauh. Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru langsung datang ke
lokasi objek eksekusi untuk melaksanakan eksekusi dari objek yang berada
dalam penguasaaan termohon eksekusi sesuai dengan tanggal dan hari
yang sudah ditentukan.

Eksekusi dilaksanakan oleh Jurusita dengan pengamatan 2 orang
saksi yang berwarga Negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan

dapat dipercaya. Yang dijadikan saksi berasal dari kalangan pegawai
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6.

Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jurusita membacakan amar putusan yang
sudah berkekuatan hukum tetap dilokasi eksekusi, lalu melaksanakan
eksekusi sesuai amar putusan.

Tindakan _.Pengosongan Meliputi Diri PihakYang Kalah Dalam
Perkara, Keluarga dan Barang-Barangnya

Putusan Hakim memerintahkan untuk menghukum agar melakukan
pengosongan barang tidak bergerak yang dilaksanakan oleh pihak yang
kalah. Pengosongan tersebut meliputi temohon eksekusi, keluarga dan
seluruh barang-barangnya. Pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan
dengan bantuan kekuatan umum, pengosongannya dapat berupa tanah,
kebun dan pengosongan bangunan berupa gedung, rumah tempat tinggal,
perkantoran dan lain sebagainya

Berdasarkan pada hasil dengan Bapak Hendri, Jurusita Pengadilan
Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Apabila dalam suatu amar putusan berisi untuk menyerahkan
sebidang tanah dengan keadaan kosong, jika terdapat unit rumah
diatas tanah tersebut, rumahnya harus digusur/dibongkar dan
diratakan dengan tanah, bahkan bila terdapat pohon atau tumbuh-
tumbuhan lain  diatasnya harus ditebang/dihabiskan yang
ditinggalkan hanya ‘sebidang tanah saja. Jangan sampai salah
paham, mentang-mentang penggugat menang diatas tanah tersebut
ada rumah, rumahnya itu bukan hak milik penggugat, harus sesuai
dengan amar putusan dimana penggugat tidak boleh mendapat
lebih dari isi amar putusan. Lalu apabila rumah yang dieksekusi,
termohon eksekusi, keluarganya harus meninggalkan objek
sengketa beserta harta bendanya dan menyerahkan objek sengketa
dengan keadaan utuh, kosong kepada pihak pemohon eksekusi, jika
dalam pelaksanaan eksekusi termohon eksekusi tidak hadir, maka
barangnya dititipkan kepada pemerintah setempat”. (Wawancara
pada tanggal 07 Juli 2021)
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Selanjutnya Jurusita membuat berita acara yang berisi luas objek,
nama saksi yang membantu dan nama pejabat yang menjalankan eksekusi

ditandatangani oleh Jurusita, Saksi-Saksi, Termohon Eksekusi, Kelurahan

. Eksekusi Dapat Dilak gan Bantuan Aparat Keamanan

Kepolisian RI/Militer

Eksekusi secara hukum dapat dilakukan dengan sukarela oleh
pihak yang kalah dipersidangan, tetapi bila terdapat pihak yang kalah tidak
bersedia mengosongkan tanah atau bangunan dengan sukarela, maka
pengosongan secara hukum dapat dilakukan dengan paksa yang dibantu

oleh aparat keamanan Kepolisian Republik Indonesia atau Militer.
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Jurusita dapat meminta bantuan kepada Polisi atau Militer untuk
melakukan pengosongan. Sebelum tanggal dan hari eksekusi, Jurusita
memberitahukan kepada Pihak Kepolisian untuk memberi keamanan, PLN
(Perusahaan Listrik Negara)..agar mencabut listrik lokasi eksekusi, Kepala
Kecamatan, Kepala Lurah setempat, Pemohon dan Termohon Eksekusi supaya
hadir pada tanggal dan hari eksekusi yang sudah ditetapkan. Sesudah pem
bongkaran dilakukan oleh Panitera atau Jurusita pengadilan, maka eksekusi
riil secara hukum dianggap telah selesai.

Bapak Hendri, Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan:

“Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dilakukan dengan
paksa, apabila terdapat perlawanan dalam pelaksanaannya, maka
eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan dari aparat keamanan
kepolisian RI/Militer... Sebelum . melakukan eksekusi diundanglah
aparat dari pemerintahan setempat yaitu lurah, camat dan aparat
keamanan untuk melakukan pengosongan. Pengosongan tidak dapat
ditunda walaupun_dijadwalkan pada malam hari, tetap harus
diselesaikan sesuai- /waktu, | tanggal dan harinya, yang dilakukan
bersama pihak Kepolisian berdasarkan pada aturan Undang-Undang
vang berlaku”. (Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021)

Permohonan eksekusi riil yang masuk di Pengadilan Negeri Pekanbaru
dari tahun 2015-2016 merupakan penyerahan benda tidak bergerak dalam
bentuk pengosongan/pembongkaran. Adapun jumlah permohonan eksekusi riil
pada tahun 2015-2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebanyak 31 perkara.

Adapun gambaran mengenai permohonan eksekusi riil dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:
Tahun Permohonan Eksekusi riil
2015 15 permohonan
2016 16 permohonan
Jumlah 31 permohonan

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru 2015-2016
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Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan

eksekusi riil pada tahun 2015 terdapat 15 permohonan dan pada tahun 2016

sebanyak 16 permohonan. Jika dijumlahkan keseluruhannya, maka dapat

penggugat dari kerugian yang dialaminya atas perbuatan yang dilakukan oleh
pihak tergugat. Dari yang penulis lihat berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi
riill pada tahun 2011-2015 terdapat 16 perkara eksekusi riil yang telah
terlaksana, data tersebut penulis ambil dari skripsi Siti Khadijah yang berjudul

“Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sunggumina”.
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Untuk gambaran yang lebih jelas mengenai persentase perbandingan

eksekusi riil yang terlaksana, belum terlaksana, cabut dan damai pada tahun

2015-2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

*@\a‘l‘ ‘

persent:

53.3%,

E\‘".i&\

25%, belun K %, cabut - 2i 6,25%. Adapun
tanggapan re Jen mengenai “Apakah perm ksekusi riil dapat

dilakukan oleh salat g4 ¢ dapat dilihat pada

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan eksekusi riil
boleh dilakukan oleh salah satu penggugat saja sebagai perwakilan dari
beberapa penggugat.

Dasar hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup pengosongan pada

eksekusi riil adalah Pasal 200 ayat (11) HIR/218 ayat (2) Rbg dan Pasal 1033
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Rv (Reglement of de Rechtsvordering), dimana pasal-pasal ini menegaskan
bahwa eksekusi riil pengosongan, sebagai berikut:

1. Objeknya benda yang tidak bergerak, maksudnya adalah pengosongan

pihak yang kalah dalam perkara dan seluruh keluarganya. Dengan
demikian seluruh orang yang berkaitan dengan pihak tereksekusi
diwajibkan untuk meninggalkan/mengosongkan tanah maupun bangunan

perkara tersebut;

4. Pengosongan meliputi segala harta benda pihak yang kalah, yaitu

pengosongan yang dilakukan tidak terkecuali pada harta benda milik sanak

keluarganya. Eksekusi hanya dianggap selesai bila objek perkara telah
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kosong sepenuhnya dari harta benda milik tereksekusi dan sanak
keluarganya, jadi harta bendanya tidak boleh tertinggal diatas ataupun

didalam objek eksekusi;

an _eksekusi/pengosc ihak tereksekusi boleh

“‘h@ﬁ'ﬁﬁ\ ‘..ﬁ annya untuk

Ahyar, Panitera

menunda atau menghentikan jalannnya eksekusi, eksekusi akan tetap
dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh
ketua”. (Wawancara pada tanggal 07Juli 2021)

Pelaksanaan eksekusi riil/pengosongan tidak terlepas dari permasalah
pemindahan barang-barang/harta kekayaan milik tereksekusi. Pemindahan
tentunya berkaitan dengan penempatan barang milik tereksekusi, yang mana
dalam pemindahannya sering kali terjadi permasalahan yang menjadi pemicu

timbulnya keributan dilapangan, sehingga perlu dikembalikan dengan
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berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Mengenai pemindahan dan

penempatan barang-barang pihak tereksekusi diatur Pasal 197 ayat (9) HIR/

Pasal 212 Rbg menentukan sebagai berikut:

1. Barang dipindahkan ke tempat yang ditunjuk oleh.pihak tereksekusi, jika
pihak tereksekusi bersedia mengeluarkan sendiri barang-barang miliknya,
maka pengosongan tersebut: ;tidak mengalami hambatan dalam
pelaksanaannya:-Apabila pihak tereksekusi enggan mengeluarkan sendiri,
barulah dilakukan upaya paksa pengosongan barang. Namun sebelum
pengeluaran secara paksa dijalankan, Jurusita diwajibkan untuk
menanyakan tempat penyimpanan barang-barang yang hendak dikeluarkan
dan menempatkan barang-barangnya ditempat yang ditunjuk oleh pihak
tereksekusi, hal tersebut harus ditaati oleh pejabat yang menjalankan
eksekusi-riil/pengosongan

2. Ditempat penyimpanan yang patut, jika pihak tereksekusi tidak hadir pada
saat pelaksanaan eksekusi/pengosongan atau tidak menunjukkan tempat
penyimpanan yang diinginkan pihak tereksekusi, hal tersebut tidak
menghalangi jalannya_eksekusi/pengesongan, maka barang-barangnya
dititipkan dan disimpan ditempat yang patut. Tempat yang patut berarti
dapat menjamin keamanan dan keselamatan barang dari pencuri dan
kerusakan. Penyimpanan tersebut harus dilakukan dengan syarat:

a. Tempat penyimpanan harus disetujui oleh camat, lurah atau kepala
desa, maka jurusita meminta persetujuan kepada pemerintah setempat
agar mendapatkan tempat penitipan tau penyimpanan yang patut untuk

barang-barang eksekusi;
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b. Memberi tahu polisi atau kepala desa untuk menjaga barang dari
pencurian, selanjutnya tindakan yang dilakukan jurusita adalah

memberi tahu pihak kepolisian atau kepala desa agar menjaga

sekalipun te at perb antara yongkaran. Dalam

prakti terja - 3 embongkaran yang

disertai : songar au  seba G ngosongan  disertai

benda terperkara,

tidak disertai dengan

dianggap cacat dan belum selesai dan sempurna;
b. Tempat meletakkan atau menyimpan bahan bongkaran berdasarkan asas
hukum bahwa selama bahan bongkaran belum dikeluarkan dari atas benda
perkara, maka eksekusi belum sempurna dan selesai. Menurut asas
tersebut, bahan bongkaran harus dikeluarkan dan pengeluaran berkaitan

dengan penempatan atau penyimpanan;
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Pengosongan dan pembongkaran hampir selalu bersamaan. Oleh
karena itu, segala aturan, tatacara dan asas eksekusi yang berlaku pada

pengosongan, berlaku juga pada eksekusi pembongkaran. (Zulkarnaen, 2017)

pengosongan
maupu , 2 L = esulitan  dalam
pelaksa as eksekusi ‘ asalah tersebut
secara ma meminta pemohon eks agar menempatkan
barang-bara 3 paik, karena jika

meletakka a : Cusidise ’ masyarakat akan

Pada dasarnya Se g tidak akan merelakan rumah atau
tanahnya untuk dieksekusi. Akibatnya timbullah perlawanan secara fisik
oleh pihak termohon, bahkan terdapat kasus dimana pihak termohon
eksekusi memblokir jalanan agar jurusita tidak bisa memasuki daerah yang
akan dieksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Hendri, selaku

Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru beliau mengatakan:
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“Saya pernah melakukan eksekusi lahan sekitar 2 (dua) hektar di
Jalan Parit Indah masuk ke dalam. Ketika hendak melakukan
eksekusi banyaknya orang yang menghadang, kira-kira ada
beberapa ratusan orang yang melakukan penghadangan, baik ibu-
ibu ataupun bapak-bapak meletakkan bambu besar-besar dijalan
besar.dikasih.bensin dan dibakar. Sewaktu.penghadangan tersebut
dilakukan, jurusita melakukan perlawanan dengan membawa
anggota untuk mengawal agar tidak terjadi suatu hal yang
berbahaya. Jika terdapat orang yang menggangu kami bekerja,
dapat dipastikan corang: tersebut dapat dimasukkan ke penjara.
Ketika saya memimpin eksekusi, apabila ada yang menggangu atau
memukul walupun sedikit saja, jika saya laporkan pasti masuk
penjara. Karena eksekusi dilakukan sesuai undang-undang dan
kami dikawal ketat oleh aparat keamanan”. (Wawancara pada
tanggal 07 Juli 2021)

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa eksekusi
99% bisa dilaksanakan dengan lancar, walaupun terdapat tantangan atau
kesulitan = dalam pelaksanaanya. Karena -mereka sudah mengetahui
walaupun melawan, eksekusi tetap harus dijalankan. Hal ini dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 111.6
Tanggapan Responden Mengenai Adanya Perlawanan
Fisik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Riil
Alternatif Jawaban Persentase Dilaksanakan Dengan Lancar

Ya 99%
Tidak 1%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa eksekusi riil dapat
dilaksanakan dengan lancar dengan persentase 99% walaupun terdapat
perlawanan secara fisik oleh masyarakat setempat dengan kemungkinan

1% dapat menunda/menghentikan pelaksanaannya.
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2. Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perlawanan

Penyebab dari tidak terlaksananya eksekusi riil diakibatkan oleh

adanya perlawanan dari pihak ketiga (Derden Verzet). Pihak ketiga

dapat menangguhkan ataug tikan eksekusi, hakim harus cermat
dalam mengabulkan penundaan eksekusi atas alasan peninjauan kembali.
Supaya permohonan peninjauan kembali diterima, maka harus dilakukan
dengan cara yang benar yaitu sesuai dengan salah satu alasan benar,
adanya fakta atau bukti yang jelas. Sehingga mejelis hakim yang
memeriksa peninjauan kembali, besar kemungkinan akan mengabulkannya

dan dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan
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eksekusi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Hendri, selaku
Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Perlawanan pihak ketiga (Denden Verzet) pada hakikatnya tidak
dapat menunda pelaksanaan eksekusizTetapi Ketua Pengadilan
Negeri mimiliki-wewenang..untuk  menunda. jalannya eksekusi
dengan melihat isi permohonan, karena dikhawatirkan apabila
pengadilan melakukan eksekusi, putusannya berbalik. Jadi hal
tersebut merupakan salah satu alasan Ketua Pengadilan menunda
eksekusi untuk-‘sementara waktu /dan ‘menunggu” hasil putusan
keluar . (\WWawancara pada tanggal 07 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, Panitera
Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Apabila tergugat mengajukan peninjauan kembali (PK), eksekusi
dapat ditunda sesuai pada kebijakan pimpinan. Pada hakikatnya
peninjauan kembali juga tidak dapat menunda eksekusi, tetapi ada
baiknya eksekusi.ditunda dan bukan berarti eksekusi tidak bisa
dilaksanakan. Karena dikhawatirkan apabila eksekusi dilanjutkan,
ternyata permohonan peninjauan kembalinya dikabulkan, maka
dari itu ketua-menyuruh untuk menuggu sampai putusan PK keluar.
Nah, apabila putusannya -dimenangkan kembali oleh penggugat,
eksekusi dapat segera dilakukan. Karena kita tidak mempunyai
rasa takut lagi untuk melaksanakan ekseckusinya”. (Wawancara
pada tanggal 07 Juli 2021)

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
eksekusi dapat ditunda“ seandainya ada permohonan denden verzet dan
peninjauan kembali yang diajukan oleh termohon eksekusi dan hal tersebut
dilakukan dengan adanya pertimbangan, apakah permohonannya diterima
atau tidak oleh pengadilan. Jika permohonanya diterima, eksekusi akan
ditunda sampai putusan akhirnya keluar, karena ditakutkan dapat
merugikan pihak tergugat bila permohonannya dikabulkan. Hal itu dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 111.7
Tanggapan Responden Mengenai Penundaan
Eksekusi Atas Alasan Perlawanan
Alternatif Jawaban Persentase Dilaksanakan Dengan Lancar

Ya 80%
" aSa. -u%
er Data: Penga WQ'@WG”'

<>

tase 20% nya
erugikan pihak

oleh hakim/

tereksekusi untuk menolak si dengan alasan amar putusan tidak
jelas. Sebaliknya, termohon eksekusi dapat memanfaatkan ketidakjelasan
amar tersebut sebagai dalih bahwa objek yang harus dieksekusi adalah
seluruh objek perkara. Dengan demikian, pertikaian yang ditimbulkan dari
ketidakjelasan amar putusan sering mengalami kendala dalam jalankan
eksekusi. Adapun cara penyelesaian eksekusi terhadap amar putusan yang

kurang jelas diselesaikan dengan:
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1) Eksekusi dikaitkan dengan pertimbangan putusan. Jika amar
putusan tidak jelas, maka amar tersebut harus merujuk pada

pertimbangan  putusan.  Perujukan  dilakukan  dengan

L

o

7
/

]
7

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 111.8
Tanggapan Responden Mengenai Amar
Putusan Yang Kurang Jelas
Alternatif Jawaban Persentase Dilaksanakan Dengan Lancar

Ya 95%
Tidak 5%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru
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Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa persentase dilakukan
dengan lancar sebanyak 95% dan persentase 5% nya tidak dapat

dilaksanakan eksekusi riil, karena dalam penyelesaiannya terdapat masalah

kepada tereksekusi untuk
menyerahkan barang lain sebagai pengganti eksekusi. Para pihak dapat
menunda atau menghentikan eksekusi dengan alasan perdamaian.
Maksudnya, bila para pihak mengadakan perdamaian yang betujuan untuk
menunda atau menghentikan eksekusi, maka pengadilan harus menunda

atau menghentikan eksekusi sesuai dengan permohonan para pihak.
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Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Hendri, selaku
Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengatakan:

“Perdamaian dapat dilakukan, jika para pihak sepakat untuk
berdamai wdengan membuat permehonan kepada pengadilan
negeri. Apabila pengadilan menerima permohonan tersebut, maka
eksekusi dapat ditunda atau dihentikan”. (Wawancara pada tanggal
07 Juli 2021)

Berdasarkan pada+hasil jpenelitian yang penulis lakukan di

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 111.9
Tanggapan Responden Mengenai Penundaan/Penghentian
Eksekusi Dengan Alasan Perdamaian
Alternatif Jawaban Persentase Dilaksanakan Dengan Lancar

Ya 100%
Tidak 0%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase dilaksanakan
dengan lancar yaitu, 100%:. Eksekusi dapat ditunda/dihentikan dengan
alasan perdamaian apabila adanya kesepakatan dari kedua belah pihak,
tentunya dengan persetujuan dari pihak pengadilan.

Pihak Tereksekusi Menolak Karena Tidak Sesuai Amar Putusan

Dalam hal eksekusi, pihak tergugat sering mengajukan bermacam-
macam alasan untuk menghalangi eksekusi, sekalipun amar putusan sudah
jelas dan terperinci, bahkan melontarkan tuduhan bahwa eksekusi tidak
sesuai dengan amar putusan. Dalam menghadapi kasus seperti ini,
eksekusi tidak boleh dihentikan. Pengadilan berwenang untuk
menjalankan eksekusi walaupun ada penolakan dari pihak tereksekusi,

tetapi harus mengimbangi sikap dengan mengacu pada pemeriksaan atau
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memahami setepat mungkin amar putusan dan apabila terjadi kekeliruan,
eksekusi harus dikembalikan kearah yang sejajar dengan bunyi amar

putusan pengadilan. Jika pengadilan telah yakin bahwa amar putusan

enghalangi proses
objek eksekusi.

Ahyar, Panitera

menghalangi pelaksa eksekusi dengan petugas pelaksana
eksekusi yang dibantu oleh petugas keamanan, jika dalam
pelaksanaan eksekusi faktor keamanannya tidak terjamin, maka
eksekusinya kita tunda. Contoh eksekusi yang dapat ditunda, yaitu
jika terdapat orang yang ngamuk dengan menggunakan benda
tajam”.(Wawancara pada tanggal 07Juli 2021)
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri, Jurusita
Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Pihak tereksekusi memanfaatkan seseorang untuk menghalangi

-
T

6

al
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Berdasarkan jawaban responden terhadap wawancara yang penulis

lakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 111.10
Tangg esponden Mengenai F Penyebab
Pelak il
Terjadi/
> Lqn Jarang
®
S R, g
AN (7
r n
3 ng
4 ng
y - —
5 qnbla a enétt_i Pernah
arputusan
6 ur i iga rang
Sum ng
m@ﬂiﬁﬁgm yebab kesulitan
dalam ; erlawanan fisik sering
terjadi dil < kasi objek eksekusi,
dikarenakan o I I tidak merelakan rumah atau
tanahnya untuk diekse a, Yyaitu penundaan eksekusi atas

alasan perlawanan, diketahui bahwa faktor tersebut jarang ditemukan,
karena permohonan untuk melakukan suatu perlawanan harus dilakukan
dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, jadi

tidak semua orang dapat melakukan perlawanan untuk menunda eksekusi.
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Faktor ketiga, yaitu amar putusan kurang jelas, dihetahui bahwa
faktor ini jarang terjadinya, karena hakim berusaha semaksimal mungkin

dalam memberikan keadilan untuk pihak penggugat agar kepentingannya

tidak pernah
adapi kasus ini,
liruan maupun

engacu pada
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena
adanya perlawanan secara fisik yang dilakukan masyarakat, penundaan
eksekusi atas alasan perlawanan, amar putusan kurang jelas,
penundaan/penghentian eksekusi dengan alasan perdamian, pihak
tereksekusi menolak karena tidak sesuai amar putusan, adanya campur

tangan pihak ketiga.
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B. Saran
Adapun yang menjadi saran terhadap penelitian ini, yakni dapat

diharapkan sebagai berikut:

sama, maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman.
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